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ABSTRAK 

 
Muhammad Hilmi Arif. 201710115159. Hak Konstitusional Warga Negara 

Untuk Mendapatkan  Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap Orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”.  Ketersediaan akses bantuan hukum yang 

dihadirkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum 

saat ini belum mampu menghadirkan akses bantuan hukum yang menerapkan asas 

persamaan di  hadapan hukum sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945. Terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan 

hukum harusnya menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak warga negara 

untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperjuangkan segala kepentingan 

hukumnya tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) mempersempit akses bantuan hukum, sementara saat ini bantuan hukum 

hanyalah di berikan kepada masyarakat miskin yang tidak bisa memenuhi hak 

dasarnya dengan berbagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan akses 

bantuan hukum tersebut seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM). 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu 

menitikberatkan pada sumber kepustakaan (Library Research). Data yang 

digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Sudah menjadi Urgensi untuk 

melakukan revisi terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum dan memperluas 

ruang lingkup penerima bantuan hukum yang tidak diatur oleh Undang Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Revisi terhadap Undang-Undang 

Bantuan Hukum kedepan harus memperhatikan asas perlakuan yang sama di depan 

hukum (Equality Before The Law) terhadap para penerima bantuan hukum. Kedua, 

Rumusan UU bantuan hukum kedepan haruslah mampu menghadirkan akses 

bantuan hukum secara terbuka, salah satu akses tersebut adalah dengan 

menambahkan kriteria “masyarakat rentan” kedalam ruang lingkup penerima 

bantuan hukum. Dimana “masyarakat rentan” merupakan masyarakat yang sedang 

mendapatkan kerentanan karena suatu kondisi. Penambahan kriteria “masyarakat 

rentan” tersebut dalam memaksimalkan jaminan Hak Konstitusional Warga Negara 

untuk mendapatkan akses bantuan hukum sebagai upaya memanifestasikan jaminan 

hak konstitusional sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

 

Kata Kunci : . Bantuan Hukum, Konstitusi, Warga Negara. 
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ABSTRACT 

 
 

Muhammad Hilmi Arif. 201710115159. Constitutional Right of Citizens to Obtain 

Legal Assistance Under Article 5 of Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. 

 

Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution states "Everyone is 

entitled to fair legal recognition, guarantee, protection, and certainty and equal 

treatment before the law".  The availability of access to legal assistance presented 

by Law No. 16 of 2011 on legal aid is currently unable to present access to legal 

aid that applies the principle of equality before the law as Article 28 D paragraph 

(1) of the 1945 Constitution. The establishment of Law No. 16 of 2011 on legal aid 

should be the basis for the state to guarantee the right of citizens to equal rights in 

fighting for all their legal interests without exception and without discrimination. 

However, the provisions of Article 5 paragraph (1) narrow access to legal aid, 

while currently legal aid is only provided to the poor who cannot fulfill their basic 

rights with various administrative requirements to get access to legal aid such as 

certificates.  

This research uses the method of Normative Juridical approach that focuses on 

library research. The data used is primary legal material, secondary legal material, 

and tertiary legal material. 

The conclusion of this study is first, it has become an urgency to make revisions to 

the Legal Aid Act and expand the scope of legal aid recipients who are not regulated 

by Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Revisions to the Legal Aid Act in the future 

must take into account the principle of equality before the law against recipients of 

legal aid. Second, the formulation of the legal aid law in the future must be able to 

present open access to legal aid, one of the access is to add the criteria of 

"vulnerable communities" to the scope of legal aid recipients. Where "vulnerable 

society" is a society that is getting vulnerable because of a condition. The addition 

of the criteria of "vulnerable communities" in maximizing the guarantee of the 

Constitutional Right of Citizens to access legal aid as an effort to manifest the 

guarantee of constitutional rights as Article 28 D. 

 

Keywords: Constitution, Citizens, Legal Aid. 
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